MERNTERE PERTANIANM
REPUE IR INDONE ST A

CIERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 "LAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 10 TANULUN 2019 TENTANG OBUR PANGAN LESTAR]
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MUINTERI PERTANIAN REPUBLIK iNDONESIA,

Menimbary 0 4. bahwa dengan Peraturan Meniteri Pertanian Nowor 10

Taliun 2019 teluh ditetapkan Obor Pangan Lest

Tahun 2019;

b, bahwa untuk optimnalisasi Obor Pangan Lestar '

2019, perlu mengubah Peraturan Menteri |
Nomwr 10 Talvn, 2019 tentang Obor Pangan

Tahun 2019

¢ bahwa  berdasarkan  per timbangan  sebagaitmana

dimaksud dalam huruf a  dan huruf

menctapkan  Peraturan Menteri Pertanan

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Tahun 2019 tentarg Obor Pangan Lestari Taliun 20 o

Mengingat o Lo Undang-Undang  Nomor 17 Tuahun 2003

Keuangan  Negara  (Lembaran Negara

Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tarmmbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nonior 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
& Hl

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tannbahan Lerabaran

Negara Republik Indonesia Notsor F355);

Republik

Kepublik



9.

Undang-Undung Nowor 15 Tahun 2004 Lentang

Perneriksaan, Pengelolaan  dan Fangeung  Jawab
Keuangan Negara  (Lembaran INegara  Repubiik
Indonesia Tahui 2004 Nomor 61, lamibahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400y,
Undang-Unduang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistermn
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Noumor 4421);

Induncesia

Undang-Undang Nomor 18 Tabun 201 2 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lemibaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nowor DOEF)
scbagaimana telah beberapa  kali diubah, teraknir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23
Taliun 2014 tentang Pemcerintahan Daerah (Lembuaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor D8,
Tambahan Lemburan Negara Republik
Nomor 5679) ;

Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2018 lentang
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 lentang
Dekonsentrasi dan  Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahiun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Nomor 4890)

Indonesia

?



1O,

11

12,

16.

Peraturan Permerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/ Lembaga (Lenibaran Nepdra Repubhk
Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 0178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negora
Republik indonesia Nomer 5420 schagainiatia telah
diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemnerintah
Nommor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dun Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,

Tambahan Lembaran  Negara Repubhk  Indonesia
Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan  Pangan dan  Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambalian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5680,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Taliun 2017 tentang
Sinkronisasi Proscs Percticanaan dan Penganggaran
(Lembaran Negara Repubbik lndonesia Tahun 2017
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8):
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 lentang
Kementerian Pertanian  (Lenibaran Negura Repubhik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Presiden Nomnor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33},
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 Letitary,

Rencana Kerja Pemermntah faiun 2019 tLeinbaran

Negara Repubhk Indonesia Tahuin 2018 Nowor 148j,



18.

19.

20.

21,

%
O

23.

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian  Anggaran Pendapatan  dan Belanga Negara

Tahun Angguran 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Taliun 2018 Nomor 2245]:

Peraturan Menteni Pertanian Nowor 41/ Permentan/
OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata herja

Schretariat - Unit Akuntansi Peinbanitu - Pengguna
[\uggnl‘uu/He,uang»\f\/il‘r_xyal: (UAPPA/B-Wi;

Peraturan Menteri Keuangan Nomwor 156/ PMAh.0 7/ 2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekousentrasi dan
Tugas Pembantuan sthagannana telah diubah de ngaii
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 /PMK.G7 /2010

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketangan

Nomor [56/PMK.O7 /2008 lenitang Pedanian
Pengelolaan Dana Dekonsentras: dan Tugas
Pembantuan {(Berita Negura Repubilik indonesia Tahan

2010 Nomor 660);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PM K.O5/2012
tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Dalam Ranglka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik (ndonesia Tahun 2012 Nutsor
1191);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahura
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara  (Berita Negara Repubhik  Indotiesia
Tahun 2013 Nomor 1350);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ 1 'MK.UH/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Ketiangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomior 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemeriniah
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Normor 2137);



o

Menctapkan

<4, Peraturan Menter heuatigan Nowor 214 7 PMK. U5 /¢

b
j L AT B

lentang Bagan Akan Standar (Berita Negara Republik

Indonesia Taliun 2012 Normor 161 8);
25. Peraturgii Mente Pertan Nomor 43/ Perne f
45. dtbran Mentel:s Pertanian Nomor b3/t Crientarn

UT.010/8/2015 ulang Organisast dan Tata Kerja

Kementerian  Pertanian (Berita Negara R publik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 124 3);

20, Peraturan Menter Pertaniian  Nomia DY/ Penmentan/

RC.020/3/2016 tentang Rernicana Strateygis

Kementerian Pertanian Taliun 2015-2019 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mcenteri Pertanian
Nomor 42/Pt—:rmcntem/l\‘(_f.().Z(J,f 11/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Meiteri Pertanian Nomo

U”[PMJnunHun/R(lUJU[j/EUiH fentang

l\’(illl,-nm
Slrategis Kementerian Pertaniian Fabiun 2015-201Y9;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/ Permentan/

RC.120/12/2016 tentang  Pelimpahan Wewenang

kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Keglatan dan
Tanggung Jawab Pengelolaan  Dana Dekonsentiasi
Kementerian Pertanian:

28, Peraturan Menteri Keuargan Noar 2 L4/ PMK.U2/ 2017
lentang  Pengukuran dan  Evaluasi Kinerja  atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriag
Negara dan Lembaga (Berita Negura Republik Indonesiy
Tahun 2017 Nomor 1963);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN FLNTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG OBOR PANGAN LESTARI TAHUN
2019.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mentert Pertanian
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obor Pangan Lestari Tahun

2019, diubah sebagai berikut:



Ketentuan Pusal | AT K

O dihapus schingga Pasal 1

berbunyi sebugai herikut:

2.

Pasal 1

Obor Pangan Lestari yang selanjuinya dischu

OPAL adalah Upaya promos: Penganckurasgaran

Pangan dalam rangka pemenubian gizi wiasyarakat
oleh Unit Kerja Esclon | Ingkup kementerian
Pertanian, Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingkup
Kementerian Pertanian, dan dinas dacrah provisi,
kabupaten/kota yang menyclenggarakan uriusan

pemerintaban di bidang Pertantan dan /atay
pangan, scbagal  sarata  peroontobsn itk
Masyarakat  dalwm e oo kan pekaratgan
sebagai sumber pangun dan glzi,

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber  hayati produk pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairain, dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang
diperuntukkan sebagai makatan atay PO LT
bagi konsumsi manusia. lerasuh  Lalian
tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan
bahan lainnya yang digunakan dalamn Proses
penyiapan,  pengolalian, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.

Penganckaragaman Pangan adalah Upnty a
peningkatan keterscdiaan dan konsuinsi paiigan
yang beragam, bergiz scunbang, dan berbasis
pada potensi sumber daya lokal.

Pekarangan adalah lahan yang dimiliki/dik uasai
dan berada di sekitar area kantor Unit Kerja Esclon
I lingkup Kementerian Pertanian, Unit Pelaksana
Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian, dan
dinas  dacrah  provinsi, kabupaten/kota  yang
menyelenggarakan — urusan penicriitabian di
bidang pertanian dan/atau Pangan,

Dihapus.



N

Ketentuan Pusal 6 aya (1) dihapus dan ayal (2) diubah

schingga Pasal 6 berbunyt sebagai berikut:

Pasal 6

(1)  Dihapus.

(4] Pengangparan pelaksanaan OPAL scsua denipan

ketentuan peraturan pelundang-undangai.

Ketenituan Pasal 9 ayal (2) diubah sehingga Pasai U

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) OPAL diluksanakan oleh:
a.  Badan Ketahanan Pangun,
b. Dircktorat Jenderal Tanaman Pangan;
@ Dircktorat Jenderad Hortkultura;
d. Direktorat Jenderal Perkebunan,
e. Direktorat Jenderal Peter nakan clian
Kesehatan Hewan;
8 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sdlabia
Pertaman;
g. Badan Penelitan dan Pengermbangaan
Pertanian;
h. Badan Penyulubhan dan Pengerbancan
Sutnber Daya Manusia Doy taalttatl; ddan
i Badan Karantina Pertanian,
(2)  Pelaksanaan OPAL olch Unit Kerja Esclon | lingkup
Kementerian  Pertanian sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. perbibitan; dan
b.  pertanaman.

(3)  Selain kegiatan stbagaitnatii dinaksud pada ayai

(2), OPAL dapat meliputi budidaya ternak.



(4)  Pelaksanaan OPAL sebagaimana dimaksyd pada
ayat (2) dan ayat (:3) melalui tahapan penumbulyan
dan pengebangan,

(5)  Unit Kerju Eselon | Lngkup hementer g Pertatian

schagaiinarig dunaksad pradiu Gyl {iz

mengovrdinasikan pelaksanaat OPAL pada Ui

Pelaksana  Teknis (UPT)  lingkup Kementerian
Pertanian  dan  dinas dacrah  provinsi  dap
Kabupaterni/ kota yang menyelenggarukan urasan
pemermtahan  d) bidang  pertanian dan/atan
Pangan,

Ketentuan Pasal 1 ayat (1} diabiati dan aya (<) dihapus

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pagal 11
(1) Perbibitan sebhagaimana dimaksud dalam Pasal v
ayat (2} huruf a melipat penyediaan bitat dan

bahan pendubung Ly,

(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal |2

berbunyi sebagai berikut:

Pasad 12

(1)  Pertanaman sebagaimana dunaksud dalain Pasal 9
ayat (2) huruf b dilakukan untuk komoditas yaug
mengandung  sumber karbohidrat,  protein,
vitamin, dan mincral.

(2) Pertanarnan schagaunana dunaksud pada ayat (1)
harus beragam jenis dan bernobang kandunp.an
gizinya.

(3) Pertanaman sebagaimana ditnaksud pada ayat (1)
meliputi  pertanaman  di lahan, polybag, pot,
aquaponik, hidroponik, atau verukultur, sesuai
detigan area yang tersedia, baik luasan niaupun

karakteristik tanah.



)

v 1)

0. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diibah sehingea Pasal 12

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Budidayea ternaks sebagaimeiia dimaksud dajam
Pasal 9 ayat (3) mehputl ternak unggas dan bahan
pendukungnya.
(2) Budidaya ternak sebagaimana  dimaksud pada
ayal (1) dapat dilakukan untuk memenulii suinber

protein hewani.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah schingpa berbuinyi sebhagal

berikut:

Pasal 22
Sumber pendanaan untuk OPAL berasal dari Anggaran

Pendapatan Belanja Negana (API3N).

I"de.I 11
Peraturan Menteri ini mulai  berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetepkan di Jakarta

pada tanggal 15 April 261y

MENTLERI PERTANIAN
RRPUBLIK INDONESIA,

AMBAN SULAIMAA

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yii.:

L.

R S

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Kcuangan:

Pejabat Pimipinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
Gubernur pelaksana; dan

Bupati/wali kota pelaksana.



